
SUARA ANDA SELASA, 4 AGUSTUS 2020 7

Tanggapan Editorial

Hanya Ingin Menolong
ITU pak jenderal hanya ingin menolong, 
kok.

Novrian Eka Sandhi

Penjara Seumur Hidup
PENJARA seumur hidup plus sita semua 
hartanya. Kalau tak bisa disita hartanya, 
sebagai pengganti barulah hukum mati.

Juliansyah 

Lebih Tepat Hukuman Mati
YANG lebih tepat itu memang hukuman 
mati.

Ibnu Kholil

Seperti Menentukan Harga
AGAK aneh juga MA seperti menentu-
kan disparitas harga komoditas saja. 

Padahal, urusan korupsi adalah urusan 
mentalitas dan bukan persoalan be-
sarnya korupsi.

Joekly Sinaga

Cuma Dapat Dua Tahun
BAYANGKAN, Rp940 miliar cuma dapat dua 
tahun. 

Eko Sigit Pujianto 

Enggak Percaya Transparan
ENGGAK percaya hukuman bisa trans-
paran.

Sunandar

Bagaimana Bisa Jera
BAGAIMANA koruptor bisa jera kalau 
hukum nya lembek kayak gini?

Kadek Widana

PENGUSUTAN kasus 
Joko Tjandra harus me-
menuhi rasa keadilan, 
kepastian, dan keman-

faatan hukum. Karena itu, rasa 
keadilan masyarakat sangat 
terusik seandainya buron 11 
tahun itu hanya menjalani hu-
kuman dua tahun penjara.

Hukuman dua tahun penjara dan harus 
membayar denda Rp15 juta berdasarkan 
vonis Mahkamah Agung pada 11 Juni 
2009. Akan tetapi, sehari sebelum hakim 
ketuk palu, Joko yang akrab disapa Joker 
itu sudah kabur ke luar negeri. Proses 
awal kaburnya itu, siapa saja yang mem-
bantunya, belum pernah diusut sampai 
hari ini.

Joko ditangkap di Malaysia pada 31 

Juli. Setiba di Tanah 
Air, Kejaksaan Agung 
langsung mengek-
sekusi. Ia dipen-
jara di Rumah 
Tahanan Salemba 
Cabang Markas Besar 
Polri. Eksekusi Joko itu untuk 
memenuhi kepastian hukum.

Kepastian hukum saja belumlah cukup. 
Keadilan dan kemanfaatan hukum juga 
harus satu derap langkah. Dalam konteks 
itulah, publik sepakat dengan Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan Mahfud MD bahwa Joko tidak 
cukup dihukum dua tahun.

Terpidana perkara pengalihan hak 
tagih utang atau cessie Bank Bali itu harus 
dijerat dengan tindak pidana lain akibat 

pelariannya saat keluar-
masuk Indonesia pada awal 

Juni 2020. Pejabat yang 
terlibat dalam pelarian 
terpidana tersebut juga 
harus dipidanakan.

Jeratan hukum un-
tuk Joko di antaranya 
terkait dengan peng-
gunaan surat palsu 

dan dugaan penyuapan 
kepada pejabat yang me-

lindunginya. Tegas dika-
takan bahwa penyuapan 
itu hakikatnya korupsi.

Ada 30 jenis korupsi 
yang tertuang dalam 13 
pasal pada Undang-Un-

dang Nomor 31 Tahun 1999 
juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi.

Ketiga puluh bentuk tindak pidana 
korupsi tersebut pada dasarnya dapat 
diklasifi kasikan menjadi tujuh jenis ko-
rupsi, yaitu terkait dengan keuangan 
negara/perekonomian negara, suap-
menyuap, penggelapan dalam jabatan, 
pemerasan, perbuatan curang, benturan 
kepentingan dalam pengadaan, dan ko-
rupsi terkait gratifi kasi.

Jerat Korupsi
Komplotan Joko
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F O R U M

MEDIA sosial (medsos) telah men-
jadi cara baru untuk memu-
dahkan manusia berinteraksi 

sosial, berkomunikasi, bekerja sama, dan 
berdiskusi. Salah satu karakter konten 
atau unggahan penggunaan internet ke 
jejaring sosial selain konten tersebut le-
bih mudah diakses oleh kalangan luas. 
Yang terpenting medsos dapat diperguna-
kan di mana pun dan kapan pun selama 
tersambung dengan jaringan data. 

Karena kemudahan itulah, apabila ter-
dapat suatu konten yang beredar di dunia 
maya akan sangat sulit diketahui unggahan 
mana yang merupakan unggahan pertama. 
Justru karena itu alasan kenapa unggahan 
tersebut diunggah serta implikasi hukum 
dari pemberitaan tersebut.

Seiring dengan perkembangan media 
sosial dan internet, semakin banyak pula 
tindakan pidana yang dapat terjadi seperti 
yang belakangan ini banyak muncul di te-
ngah masyarakat. Salah satu yang menjadi 
sorotan adalah tindak pidana pencemaran 
nama baik, dan medsos digunakan sebagai 
media untuk menerjemahkan pemikiran 
yang terkadang mengakibatkan kerugian 
kepada orang lain. 

Tindak pidana pencemaran nama baik 
ini diatur dalam Pasal 310 sampai de-
ngan Pasal 321 KUHP jo Pasal 27 ayat (3) 
UU ITE, yang menjelaskan bahwa dalam 
teknologi informasi setiap orang berhak 
untuk mendistribusikan dan/atau men-
transmisikan dan/atau membuat dapat 
diakses informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik.  

Tetapi, di dalam pasal yang sama di-
sebutkan bahwa setiap proses tersebut 

tidak diperbolehkan mengandung muat-
an yang melanggar kesusilaan, muatan 
perjudian, muatan penghinaan, dan/
atau pencemaran nama baik, dan muat-
an pemerasan, dan/atau pengancaman. 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan lex 
specialis dari KUHP karena mengatur 
kaidah hukum baru, yaitu mengatur 
tentang pencemaran nama baik dengan 
media internet sehingga Pasal 27 ayat 
(3) UU ITE mengacu kepada unsur-unsur 
penghinaan atau pencemaran nama baik 
pada KUHP dengan tambahan sarana 
internet sebagai medianya.

Selanjutnya, pertanggungjawaban 
pidana atas pemberitaan dalam media 
sosial merujuk pada peran dan status 
penggunaannya, yang secara spesifik 
difokuskan pada wartawan sebagai insan 
pers pengguna media sosial. Setiap war-
tawan yang memiliki akun sosial media 
bertanggung jawab atas setiap infor-
masi yang diunggah di akun pribadinya. 
Perusahaan pers yang dengan sengaja 
menyiarkan atau menginformasikan 
atau menyebarkan akun media sosial 
wartawannya, seharusnya juga turut ber-
tanggung jawab apabila informasi yang 
diunggah dalam akun tersebut merugi-
kan pihak lain. Hal itu karena dianggap 
bahwa perusahaan pers turut menga-
rahkan masyarakat untuk melihat akun 
medsos wartawan tersebut sebagaimana 
konsep teori deelheming (penyertaan) da-
lam konteks Pasal 55 KUHP.

Kepada wartawan yang melakukan 
tindak pidana pada media sosialnya 
berlaku Pasal 310 KUHP yaitu tentang 
pencemaran nama baik. Namun, Pasal 

310 ayat (3) potensial membebaskan 
wartawan dari jerat hukum selama bisa 
dibuktikan bahwa yang dilakukannya 
semata-mata demi kepentingan umum, 
walaupun harus melalui pembuktian 
terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dengan 
penjelasan UU No 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) 
bahwa untuk pencemaran nama baik 
melalui sarana internet mengacu pada 
ketentuan pencemaran dan/atau fi tnah 
yang diatur dalam KUHP.

Dari analisis di atas, perlu perumusan 
peraturan perundangan baru di Indone-
sia yang khusus membahas penggunaan 
medsos. Hal ini disebabkan karena ting-
kat kepentingan dan fakta penggunaan 
medsos yang memiliki dampak luas pada 
kehidupan masyarakat. Peraturan khu-
sus tentang media sosial ini dapat memi-
liki pasal-pasal yang menjelaskan secara 
jelas ketentuan yang harus dipatuhi da-
lam praktik penggunaan tata cara, tujuan 
beserta sanksi yang me nyertai setiap 
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan 
tersebut. 

Berdasarkan isi perundangan ten-
tang medsos tersebut dapat diketahui 
batasan-batasan secara spesifi k yang ha-
rus dipatuhi oleh setiap pengguna media 
sosial, termasuk di dalamnya mengatur 
kebebasan dari wartawan dalam men-
jadikan media sosial sebagai media pe-
nyebaran berita.

Ong Hwei Fang
Penulis dan Pemerhati Sosial

Pahami Batasan Berekspresi di Media Sosial 


